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RINGKASAN 

Kepadatan penduduk menjadi masalah utama diadakannya program transmigrasi 

sehingga memicu pemerintah untuk mengintegrasikannya ke dalam pola 

Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau yang lebih dikenal PIR-Trans dalam hal ini. 

Pola ini merupakan pola yang ideal dan dapat memecahkan berbagai masalah 

mulai dari pemerataan penduduk hingga kemiskinan petani. 

Namun, kenyataannya sebagian besar rakyat miskin di Indonesia adalah dari 

golongan petani. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program pertanian 

yang dibuat oleh pemerintah untuk pembangunan ini masih belum sepenuhnya 

berhasil. Dalam perkebunan, pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sudah cukup 

baik, tetapi pengaplikasiannya yang sulit. Ada banyak kendala yang berada dalam 

rantainya. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk memecah mata 

rantai tersebut dan mengembalikan pada sistem yang ada yaitu Perkebunan Inti 

Rakyat (PIR) yang memang pada dasarnya merupakan suatu konsep yang sangat 

ideal seperti telah disebutkan diatas.  

Harus ada pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kejatuhan harga ataupun 

kegagalan panen dalam hal ini yang paling tepat adalah perusahaan asuransi. 

Memang resiko sektor pertanian sangat besar bahkan lebih besar daripada sektor 

industri karena berbasis sumber daya yang masih sangat mengandalkan alam. 

Sehingga solusinya adalah pembagian resiko dengan pihak perusahaan inti yang 

menjadi ‘bapak angkat’ dari para petani kebun. Dalam hal ini, pihak perusahaan 

asuransi adalah penanggung jawab langsung atas resiko namun secara tidak 

langsung pihak inti bertanggung jawab atas minimalisir terjadinya resiko tersebut 

dengan pengadaan saprodi yang berkualitas, seperti bibit unggul, peralatan 

budidaya canggih, dan sistem pemantauan yang akurat, juga pembinaan yang 

memadai bagi para petani kebun dan diawasi kualitasnya oleh perusahaan 

asuransi. Sehingga perusahaan inti mau tidak mau harus memberikan yang terbaik 

bagi para petani kebun dan pihak asuransi pun menjadi lebih ‘aman’ karena 

resikonya dapat diminimalisir. Efeknya, hasil budidaya akan melimpah dan para 

petani akan menjualnya kepada perusahaan inti karena sudah adanya kedekatan 

yang intens antara inti dengan plasma selama masa budidaya yang diawasi 

kualitasnya oleh pihak asuransi dan pemerintah. Petani pun akan merasa aman 

dari adanya resiko gagal panen karena sudah adanya jaminan dari perusahaan 

asuransi.  

Menurut Syamsuddin dkk (1985), Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah suatu pola 

untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan 

sosial ekonomi petani peserta dan didukung oleh suatu sistim (sistem, pen) 

pengelolaan usaha dengan memajukan berbagai kegiatan produksi dengan 



 

pengolahan dan pemasaran dengan menggunakan perusahaan sebagai inti dalam 

suatu sistim (sistem, pen)  kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan 

berkesinambungan. Dari sini, dapat ditarik bahwa konsep dasar dari pola PIR 

adalah kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. 

Dalam telaah pustaka, didapat bahwa tujuan sebenarnya dari adanya pola PIR ini 

adalah untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan 

keadaan sosial ekonomi petani peserta yang dalam hal ini plasma dan didukung 

oleh perusahaan inti. Diharapkan juga yang terjadi adalah kerjasama yang saling 

menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. Ini merupakan suatu konsep ideal 

untuk meningkatkan taraf hidup petani kebun. Selain itu, nantinya para petani 

plasma tersebut juga akan mendapatkan lahan sendiri sebesar 80 persen lahan 

budidaya PIR-nya setelah kredit selesai. Tujuan ini tak lain adalah agar para 

petani dapat mandiri dan tidak terus diurusi oleh perusahaan inti. Sebelumnya, 

para petani mendapat pembinaan dari perusahaan inti yang akan menunjang 

kemampuan budidaya dan manajerial perkebunannya. 

Adanya asuransi pertanian sangat penting bagi para petani, terutama petani yang 

tergabung dalam pola PIR karena dapat menjamin kegagalan panen saat petani 

sudah dibebani oleh pembayaran kredit yang tinggi. Pihak asuransi hanya tinggal 

menjamin dari setiap hasil perkebunan dari komoditi yang diusahakan oleh petani 

plasma dengan premi dibayar dicicil setiap waktu panen yang berhasil. Dalam hal 

ini, terjadi pembagian resiko yaitu, resiko secara langsung jika gagal panen yang 

ditanggung asuransi pertanian dan resiko tidak langsung jika gagal panen yaitu 

peminimalisiran terjadinya gagal panen seperti peningkatan kualitas pembinaan 

dan sarana produksi yang ditanggung oleh perusahaan inti. Ketiga pihak akan 

merasakan dampak positif. Pihak asuransi dapat mengembangkan bisnis asuransi 

di bidang perkebunan dengan baik dan prospeknya cerah. Pihak petani plasma 

akan merasa aman karena pembinaan dan penyediaan sarana produksi yang 

maksimal. Pihak perusahaan inti akan berkembang karena produktivitas petani 

meningkat dan sudah pasti akan dijual kepada pihak perusahaan inti karena 

pembinaan yang baik dan kedekatan yang intens dengan petugas lapang. 

Dengan adanya integrasi asuransi pertanian ini pula ke dalam pola PIR dapat 

meningkatkan taraf hidupnya karena pembinaan dan penyediaan sarana produksi 

akan optimal dan produktivitas petani meningkat sehingga pendapatan petani 

bertambah dan meningkat taraf hidupnya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang 

dikumpulkan melalui studi pustaka seperti literatur, sumber pustaka yang 

berkaitan dengan topik penelitian, dan data dari internet. Kemudian data-data 

maupun kutipan-kutipan yang terdapat di dalam sumber pustaka dihubungkan 

dengan bagian-bagian tulisan ini yang tentunya relevan untuk dimasukkan. 



 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan penduduk di Indonesia sejak era penjajahan Belanda tidak merata 

di seluruh daerah di Indonesia. Kebanyakan penduduk Indonesia, bahkan hingga 

saat ini terkonsentrasi di pulau Jawa. Hal ini memberikan efek multiplier yang 

sangat banyak sekali mulai dari penyempitan lahan pertanian yang tergerus 

pemukiman, kesenjangan sosial yang semakin parah, hingga kemiskinan yang 

melanda sebagian besar penduduk.  

Kepadatan penduduk, penyempitan pemilikan lahan pertanian, dan kemiskinan 

yang mulai dirasakan melanda pulau Jawa sudah menjadi beban pemikiran sejak 

pemerintahan Belanda awal abad ke-20 (1905) (Ahmad, 1998). Hal ini 

mendorong pemerintah mencari altenatif penyelesaian masalah tersebut, salah 

satunya dengan program transmigrasi.  

Di sisi lain, pemerintah mulai menggeser pola pembangunan dari yang bersifat 

tertutup kepada yang lebih terbuka dengan lebih mendekatkan hubungan antara 

perusahaan besar dengan unit-unit usaha kecil yang berhubungan agar terjadi 

proses transfer informasi pengetahuan dan manajemen. Di bidang pertanian, pola 

ini dikenal dengan nama Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yang dimulai dari bidang 

perkebunan (1977), kemudian disusul bidang peternakan, perikanan, bahkan 

kehutanan (Ahmad, 1998). Di bidang perkebunan dimulai dari Tebu Rakyat 

Intensifikasi (TRI) dan Perusahaan Rakyat Inti Perkebunan (PIR-Perkebunan) 

(Ahmad, 1998). 

Selain itu, perkembangan PIR-Perkebunan ini juga mencakup komoditi unggulan, 

seperti karet. Satu hal yang perlu diketahui, pola PIR ini merupakan 



 

pengembangan dari proyek yang diinisiasi oleh Bank Dunia yang disebut Nuclear 

Estate Smallholder (NES). 

Pada tahun 1986 pemerintah mengintegrasikan program transmigrasi dengan PIR-

Perkebunan menjadi Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans). Namun, 

realisasinya baru dimulai pada tahun 1987/1988 (Ahmad, 1998).  

Harus ada pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan panen dalam 

hal ini yang paling tepat adalah perusahaan asuransi. Memang resiko sektor 

pertanian sangat besar bahkan lebih besar daripada sektor industri karena berbasis 

sumber daya yang masih sangat mengandalkan alam. Sehingga solusinya adalah 

pembagian resiko dengan pihak perusahaan inti yang menjadi ‘bapak angkat’ dari 

para petani kebun. Dalam hal ini, pihak perusahaan asuransi adalah penanggung 

jawab langsung atas resiko namun secara tidak langsung pihak inti bertanggung 

jawab atas minimalisir terjadinya resiko tersebut dengan pengadaan saprodi yang 

berkualitas, seperti bibit unggul, peralatan budidaya canggih, dan sistem 

pemantauan yang akurat, juga pembinaan yang memadai bagi para petani kebun 

dan diawasi kualitasnya oleh perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan inti mau 

tidak mau harus memberikan yang terbaik bagi para petani kebun dan pihak 

asuransi pun menjadi lebih ‘aman’ karena resikonya dapat diminimalisir. Efeknya, 

hasil budidaya akan melimpah dan para petani akan menjualnya kepada 

perusahaan inti karena sudah adanya kedekatan yang intens antara inti dengan 

plasma selama masa budidaya yang diawasi kualitasnya oleh pihak asuransi dan 

pemerintah. Petani pun akan merasa aman dari adanya resiko gagal panen atau 

anjloknya harga karena sudah adanya jaminan dari perusahaan asuransi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam realitasnya, pola PIR menghadapi berbagai kendala yang membuat 

pelaksanaan pola PIR yang sudah cukup baik di tataran konsepsi menjadi buruk 

dalam realitasnya. 



 

Ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pola PIR dan yang paling utama adalah 

kegagalan panen. Namun, ada masalah lain yang bukan disebabkan oleh alam. 

Pertama, kurang optimalnya petugas lapangan (UPT) yang membina petani 

plasma secara langsung kurang maksimal, bahkan di beberapa daerah tidak ada 

petugas UPT. Dalam hal PIR karet, konversi belum terjadi ketua UPT-nya telah 

pergi (Ahmad, 1998). Para petani plasma tidak terbina dan cenderung liar 

semaunya, pupuk tidak ditabur malah dijual, hasil panen dijual ke luar, pencurian 

getah merajalela, dan sebagainya (Ahmad, 1998). Kedua, petani plasma 

mengalami kemiskinan karena sama sekali tidak ada jaminan hidup dan pihak inti 

membebankan biaya pengolahan karet kepada petani peserta sebesar 30 persen 

setiap nilai setoran karet. Pemotongan 30 persen tersebut dihitung sebelum 

dipotong cicilan kredit 25 persen, sehingga jumlah potongan menjadi sekitar 55 

persen (Ahmad, 1998). Dampaknya, para petani lebih memilih menjual getah 

karetnya kepada tengkulak untuk menghindari pemotongan dan memang dari 

tengkulak menawarkan harga yang lebih tinggi. Ketiga, kualitas latex yang 

rendah. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan 

penulisan karya tulis gagasan ilmiah ini antara lain : 

1. Memberikan salah satu solusi atas kegagalan penerapan asuransi pertanian di 

Indonesia dengan adanya integrasi ke dalam pola Perkebunan Inti Rakyat. 

2. Menjelaskan konsep asuransi pertanian yang diaplikasikan pada pola 

Perkebunan Inti Rakyat sehingga petani kebun dapat meningkat taraf 

hidupnya. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Karya tulis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara 

lain sebagai berikut :  



 

1. Bagi Penulis 

Penulisan karya tulis ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengasah 

kemampuan menulis karya tulis ilmiah, mengkritisi permasalahan yang 

muncul  dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan berusaha menemukan 

solusi dari permasalahan tersebut.  

2. Bagi Petani Plasma 

Petani Plasma menjadi lebih siap dalam menghadapi penerapan asuransi 

pertanian ke dalam pola Perkebunan Inti Rakyat yang mereka berada 

didalamnya. 

3. Bagi Perusahaan Inti 

Perusahaan Inti dapat memahami dan menyusun strategi agar kerjasama 

dengan Petani Plasma dapat terjalin dengan baik dan saling menguntungkan 

sesuai dengan pola Perkebunan Inti Rakyat. 

4. Bagi Perusahaan Asuransi 

Perusahaan asuransi dapat lebih mengembangkan strateginya dalam hal 

asuransi pertanian. 

 

 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Perkebunan 

Perkebunan merupakan salah satu subsektor dari pertanian. Komoditi perkebunan 

Indonesia antara lain kelapa sawit, karet, kelapa, teh, dan kakao. Sistem 

perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan 

rakyat.  

Menurut Mubyarto dkk (1992), sistem perkebunan besar memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. merupakan bentuk usaha pertanian berskala besar dan kompleks; 



 

2. menggunakan areal pertanahan luas; 

3. bersifat padat modal; 

4. menggunakan tenaga kerja yang cukup besar, dengan pembagian kerja yang 

rinci dan struktur hubungan kerja yang rapi; 

5. menggunakan teknologi modern; dan 

6. berorientasi pada pasar. 

Hal ini berbeda sekali dengan apa yang selama ini dikenal oleh rakyat dengan 

usaha kebunnya (perkebunan rakyat) dengan ciri usaha sebagai berikut: 

1. bentuk usahanya kecil, 

2. penggunaan lahan terbatas, 

3. tidak padat modal, 

4. sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, dan 

5. lebih berorientasi pada kebutuhan subsistensi. 

Perkebunan sering disebut “pabrik” pertanian karena proses memproduksi 

hasilnya berupa output komoditi perkebunan adalah melalui proses memadukan 

aneka faktor produksi (input) “modern” (tanah, tenaga kerja, dan modal serta 

manajemen) laksana sebuah pabrik saja (Mubyarto dkk, 1992).  

2.2 Perkebunan Inti Rakyat (PIR) 

Dalam buku Repelita-II yang dimaksud dengan PIR adalah Perkebunan Inti 

Rakyat. Karena polanya diterapkembangkan di luar usaha perkebunan, maka 

pengertian PIR berubah menjadi Perusahaan Inti Rakyat yang juga sering disebut 

kemitraan inti plasma. (Ahmad, 1998). 

Menurut Syamsuddin dkk (1985), Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah suatu 

pola untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan 

keadaan sosial ekonomi petani peserta dan didukung oleh suatu sistim (sistem, 



 

pen) pengelolaan usaha dengan memajukan berbagai kegiatan produksi dengan 

pengolahan dan pemasaran dengan menggunakan perusahaan sebagai inti dalam 

suatu sistim (sistem, pen)  kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan 

berkesinambungan. Dari sini, dapat ditarik bahwa konsep dasar dari pola PIR 

adalah kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. 

Pola PIR ini merupakan pola hubungan timbal balik antara petani plasma sebagai 

pengelola lahan dan perusahaan inti sebagai penanggung jawab kredit sementara, 

pelaksana pembinaan petani plasma, dan penampung hasil panen. Petani peserta 

(plasma) berasal dari daerah PIR tersebut dan juga para transmigran. Petani 

diberikan lahan yang akan mereka budidayakan komoditas tertentu dengan biaya 

produksi berasal dari kredit yang ditanggung sementara oleh perusahaan inti. 

Selanjutnya, hasil panen harus dijual kepada perusahaan inti dengan pembebanan 

biaya pengolahan kepada petani plasma. 

Masa pembinaan petani peserta dibagi menjadi dua fase, pertama, fase 

prakonversi, pada saat tanaman perkebunan belum menghasilkan dan kebun 

plasma belum dibagikan, pada masa ini kredit masih ditangani pihak inti. Pada 

fase ini, pembinaan teknik perkebunan dilaksanakan oleh pihak inti dengan jasa 

manajemen 10 persen. Kedua, fase konversi (pascakonversi) pada saat kebun 

telah dibagikan kepada petani plasma (transmigran), tanggung jawab kredit telah 

dialihkan kepada transmigran, dan tanaman sudah dapat dipanen dan selang 

waktu kira-kira setahun para petani peserta harus sudah mulai mengangsur 

kreditnya kepada bank yang sudah ditunjuk, melalui kebun inti dengan jasa 0,25 

persen (Ahmad, 1998). 

Dalam perusahaan inti rakyat perkebunan untuk menciptakan saling 

ketergantungan, sebagai pengikat dari suatu sistem kerja sama yang saling 

memerlukan, maka ditetapkan bahwa 20 persen dari luas usaha merupakan milik 

inti dan 80 persen harus dibagikan menjadi milik petani plasma (Ahmad, 1998).  



 

Tentunya setelah petani mulai mengangsur kreditnya sendiri, yaitu pada saat 

tanaman perkebunan sudah dapat dipanen. 

Pada tahun 1986 pemerintah mengintegrasikan program transmigrasi dengan PIR-

Perkebunan menjadi Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans). Namun, 

realisasinya baru dimulai pada tahun 1987/1988 (Ahmad, 1998). Hingga bulan 

Maret 1997, realisasi PIR-Trans ini terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Realisasi Pembangunan Kebun Plasma dan Penempatan Transmigrasi 

Pola PIR Transmigrasi sampai dengan Maret 1997 

Propinsi 

Realisasi Luas 

Kebun Plasma 

(Ha) 

Penempatan 

KK Jiwa 

DI. Aceh 2.000 100 104,2 

Sumatera Utara 9.515 6.003 25.212,6 

Sumatera Barat 6.000 5.050 21.210,0 

Riau 128.689 44.140 185.388,0 

Jambi 78.750 21.901 91.984,2 

Bengkulu 0 0 0,0 

Sumatera Selatan 57.563 24.360 102.312,0 

Kalimantan Barat 113.992 29.985 125.937,0 

Kalimantan Tengah 5.439 11.977 50.303,4 

Kalimantan Selatan 0 0 0,0 

Kalimantan Timur 1.500 0 0,0 

Sulawesi Tengah 7.005 100 104,2 

Sulawesi Tenggara 1.077 5.226 21.949,2 

Sulawesi Selatan 15.070 3.133 13.158,6 

Irian Jaya 0 0 0,0 

Jumlah 426.600 151.975 637.663,4 

Sumber: (Ahmad, 1998) 



 

Ada beberapa hal yang melatar belakangi dilahirkan dan dikembangkannya pola 

PIR ini antara lain adanya permasalahan kemiskinan yang masih membelenggu 

para petani perkebunan rakyat (mandiri) walaupun persentase besaran lahannya 

terus berkembang sejak Repelita seiring dengan menyusutnya perkebunan besar 

baik milik negara maupun swasta. Kebanyakan pekebun kecil secara akumulatif 

memiliki 6 miskin yakni miskin asset, miskin uang/modal, miskin IPTEK, miskin 

akses, dan miskin motif ekonomi (Ahmad, 1998). Kesemuanya itu, dengan adanya 

pembentukan pola PIR yang merupakan kemitraan inti-plasma dimana perusahaan 

perkebunan sebagai inti dan petani kebun sebagai plasma dianggap mampu untuk 

menghilangkan kemiskinan diatas.  

Namun dari semua itu, kenyataannya sebagian besar rakyat miskin di Indonesia 

adalah dari golongan petani.  

BPS menyebutkan bahwa pada tahun 1999 angka kemiskinan di Indonesia 

mencapai 47,97 juta jiwa dan turun pada tahun 2003 menjadi 35,68 juta jiwa. 

Dari jumlah 35,68 juta jiwa itu, 22,69 juta orang berada di pedesaan. Karena 

sebagian besar warga pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, maka 

artinya sebagaian besar masyarakat miskin negeri ini adalah mereka yang status 

mata pencahariannya bertani atau disebut dengan petani. Data pada 2001 

mengungkapkan 55% dari penduduk miskin di Indonesia adalah petani. 

(www.pertaniansehat.or.id). 

Hal diatas mengindikasikan bahwa program-program pertanian yang dibuat oleh 

pemerintah untuk pembangunan ini masih belum sepenuhnya berhasil. Dalam 

perkebunan, pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sudah cukup baik, tetapi 

pengaplikasiannya yang sulit. Ada banyak kendala yang berada dalam rantainya. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk memecah mata rantai 

tersebut dan mengembalikan pada sistem yang ada yaitu Perkebunan Inti Rakyat 

http://www.pertaniansehat.or.id/


 

(PIR) yang memang pada dasarnya merupakan suatu konsep yang sangat ideal 

seperti telah disebutkan diatas. 

Tabel 2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut 

Daerah,  Februari 2005 – Maret 2006 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.bps.go.id  

2.3 Asuransi 

Di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut 

bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 

menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 

mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”(Prakoso, 2004). 

Ada 2 pihak terlibat di dalam Asuransi, yaitu: yang satu sanggup menanggung 

atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian 

yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula 

http://www.bps.go.id/


 

belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya 

(Prakoso, 2004). 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang di dalam Pasal 247 menyebutkan 

tentang 5 (lima) macam asuransi, ialah: 

1. Asuransi terhadap kebakaran 

2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian  

3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa) 

4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan 

5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai 

(Prakoso, 2004). 

2.4 Asuransi Pertanian 

Dalam hal asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian tidak semua kerugian 

ditanggung oleh pihak asuransi. Sehubungan dengan adanya keadaan istimewa, 

maka Pasal 301 menjelaskan, bahwa kerugian yang wajib dikembalikan oleh 

asurador, adalah merupakan selisih antara hasil pertanian pada saat akan dipanen 

(inoogsting) dan harga hasil pertanian di satu pihak, dengan sesudah terjadinya 

kegagalan di lain pihak (Prakoso, 2004). Jadi yang ditanggung hanya selisih hasil 

dari adanya kegagalan panen. 

 

 

METODE PENULISAN 

3.1 Metode Perolehan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang 

dikumpulkan melalui studi pustaka seperti literatur, sumber pustaka yang 

berkaitan dengan topik penelitian, dan data dari internet. Kemudian data-data 



 

maupun kutipan-kutipan yang terdapat di dalam sumber pustaka dihubungkan 

dengan bagian-bagian tulisan ini yang tentunya relevan untuk dimasukkan. 

3.2 Metode Pengolahan Data  

Penulisan ini juga mengalami pengolahan data. Pengolahan dan analisis data 

dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul selanjutnya mengalaminya 

pengeditan, pengolahan, dan penyusunan yang selanjutnya siap untuk dianalisis. 

Selain itu, ada juga data tabel yang langsung dikopi dari file aslinya sehingga 

memudahkan penulisan. 

3.3 Metode Penulisan  

Penulisan dilakukan dengan mengurutkan urutan sistematik mulai dari 

pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan 

penulisan, dan manfaat penulisan; telaah pustaka; metode penulisan; analisis dan 

sintesis; dan kesimpulan. Selanjutnya melengkapi tulisan dengan halaman muka, 

lembar pengesahan, kata pengantar, dan biodata penulis. 

 

 

ANALISIS DAN SINTESIS 

4.1 Analisis 

Dalam telaah pustaka, didapat bahwa tujuan sebenarnya dari adanya pola PIR ini 

adalah untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan 

keadaan sosial ekonomi petani peserta yang dalam hal ini plasma dan didukung 

oleh perusahaan inti. Diharapkan juga yang terjadi adalah kerjasama yang saling 

menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. Ini merupakan suatu konsep ideal 

untuk meningkatkan taraf hidup petani kebun. Selain itu, nantinya para petani 

plasma tersebut juga akan mendapatkan lahan sendiri sebesar 80 persen lahan 



 

budidaya PIR-nya setelah kredit selesai. Tujuan ini tak lain adalah agar para 

petani dapat mandiri dan tidak terus diurusi oleh perusahaan inti. Sebelumnya, 

para petani mendapat pembinaan dari perusahaan inti yang akan menunjang 

kemampuan budidaya dan manajerial perkebunannya. 

Namun memang sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki tingkat resiko 

cukup tinggi karena masih berbasiskan sumber daya alam dan sangat tergantung 

pada alam. Oleh karena itu, resiko gagal panen sangat mungkin terjadi. Oleh 

karena itu, adanya asuransi pertanian sangat penting untuk menjamin resiko 

tersebut yang dapat merugikan petani kebun. Dalam telaah pustaka disebutkan 

bahwa kerugian yang akan ditanggung oleh pihak asuransi merupakan selisih 

antara hasil pertanian pada saat akan dipanen (inoogsting) dan harga hasil 

pertanian di satu pihak, dengan sesudah terjadinya kegagalan di lain pihak 

(Prakoso, 2004). Sehingga para petani kebun akan mendapatkan pendapatan 

sepadan dengan saat diasumsikan dalam keadaan normal pada saat panen. Hal ini 

akan membuat para petani tidak was-was dan tidak panik saat terjadi kegagalan 

panen sehingga para petani kebun akan fokus dalam membudidayakan kebunnya 

untuk mendapat hasil maksimal. Jika sudah diprediksikan akan mendapat hasil 

yang melimpah, maka apabila terjadi kegagalan panen, penggantian pihak 

asuransi akan semakin besar.  

Integrasi asuransi ini lebih baik lagi diterapkan dalam pola PIR. Karena 

perkebunan rakyat mandiri memiliki peluang lebih besar untuk gagal panen atau 

hasil panen rendah sehingga pihak asuransi terlalu beresiko untuk menjadi 

penjaminnya. Selain itu, dalam telaah pustaka telah disebutkan bahwa dalam pola 

PIR terdapat fase prakonversi, dimana kredit ditanggung sementara oleh 

perusahaan inti dan fase konversi dimana kredit ditanggung oleh petani plasma. 

Hal ini membuat asuransi pertanian menjadi vital bagi petani plasma saat fase 

konversi karena pada fase ini pendapatan petani dapat dikatakan kecil karena akan 

terjadi pemotongan kredit dan juga cicilan untuk kredit yang sebelumnya 

ditangani oleh perusahaan inti. Apalagi dalam PIR karet, petani plasma 



 

dibebankan pula dengan biaya pengolahan karet yang terdapat dalam identifikasi 

masalah. Hal-hal ini dapat memicu masalah lainnya, seperti kemiskinan petani, 

penjualan hasil panen kepada tengkulak karena menghindari pemotongan atau 

petani berhutang kepada tengkulak. Sehingga peranan asuransi pertanian adalah 

memberikan rasa aman kepada para petani plasma sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas dan juga perusahaan inti dapat bekerja lebih profesional lagi karena 

adanya pihak asuransi yang terlibat. Tentunya pihak asuransi tidak akan mau 

menjamin jika kualitas pembinaan dan pengadaan sarana produksi pertanian oleh 

perusahaan inti buruk. 

4.2 Sintesis 

Adanya asuransi pertanian sangat penting bagi para petani, terutama petani yang 

tergabung dalam pola PIR karena dapat menjamin kegagalan panen saat petani 

sudah dibebani oleh pembayaran kredit yang tinggi.  

Pihak asuransi hanya tinggal menjamin dari setiap hasil perkebunan dari komoditi 

yang diusahakan oleh petani plasma dengan premi dibayar dicicil setiap waktu 

panen yang berhasil. Dalam hal ini, terjadi pembagian resiko yaitu, resiko secara 

langsung jika gagal panen yang ditanggung asuransi pertanian dan resiko tidak 

langsung jika gagal panen yaitu peminimalisiran terjadinya gagal panen seperti 

peningkatan kualitas pembinaan dan sarana produksi yang ditanggung oleh 

perusahaan inti. Ketiga pihak akan merasakan dampak positif. Pihak asuransi 

dapat mengembangkan bisnis asuransi di bidang perkebunan dengan baik dan 

prospeknya cerah. Pihak petani plasma akan merasa aman karena pembinaan dan 

penyediaan sarana produksi yang maksimal. Pihak perusahaan inti akan 

berkembang karena produktivitas petani meningkat dan sudah pasti akan dijual 

kepada pihak perusahaan inti karena pembinaan yang baik dan kedekatan yang 

intens dengan petugas lapang. 



 

Permasalahan dalam identifikasi masalah pun akan teratasi. Masalah utama, yaitu 

kegagalan panen akan teratasi karena sudah ada pihak asuransi yang menanggung 

jaminannya. Masalah kurang optimalnya petugas lapangan (UPT) pun akan 

teratasi karena adanya resiko secara tidak langsung berupa peminimalisiran 

kegagalan panen yang membuat perusahaan inti akan optimal dalam pembinaan 

dan pengadaan sarana produksi dan hasil panen akan dijual kepada pihak 

perusahaan inti. Permasalahan kedua dan ketiga diatasi sendiri oleh petani plasma 

karena pembinaan dan penyediaan sarana produksi yang baik akan meningkatkan 

produktivitas petani plasma sehingga pendapatan petani akan meningkat 

walaupun besarnya beban pemotongan.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Adanya integrasi asuransi pertanian ke dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) 

dapat memberikan solusi atas kegagalan penerapan asuransi pertanian di 

Indonesia karena adanya pembagian resiko antara pihak asuransi dengan 

perusahaan inti sehingga resiko tidak terlalu besar. 

Dengan adanya integrasi asuransi pertanian ini pula ke dalam pola PIR dapat 

meningkatkan taraf hidupnya karena pembinaan dan penyediaan sarana produksi 

akan optimal dan produktivitas petani meningkat sehingga pendapatan petani 

bertambah dan meningkat taraf hidupnya. 

4.2 Saran 

Sebuah konsep belum dapat dibuktikan jika belum terealisasi dengan baik. Oleh 

karena itu, perlu adanya dukungan pemerintah, pihak perusahaan inti (perkebunan 



 

besar), dan berbagai pihak terkait lainnya untuk menyukseskan pola PIR yang 

sudah dibentuk sejak tahun 1977 agar petani plasma dapat meningkat taraf 

hidupnya. 
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